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Abstrak 
Pada tahun 2020, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan MK Nomor 
48/PUU-XVII/2019 mengenai Legalitas Badan Pengawas Pemilihan Umum 
Kabupaten/Kota. Dari putusan MK tersebut memunculkan tumpah tindih 
antara Undang-Undang Undang Pemilu dengan Undang-Undang Pemilihan 
Kepala Daerah. sehingga permasalahan yang muncul adalah terkait dengan 
legalitas Bawaslu Kabupaten/Kota sebelum dan sesudah adanya Putusan MK 
Nomor 48/PUU-XVII/2019. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif 
(library research) dikombinasikan metode penelitian empiris dengan 
menggali informasi dari pandapat informan tentang Legalitas Bawaslu 
Kabupaten/Kota. Dan hasil penelitiannya adalah Perubahan Nomenklatur 
Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai lembaga pengawasan penyelenggaraan 
pemilu yang bersifat tetap (permanen) dan mandiri disesuaikan dengan yang 
tercantum pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Dan tidak 
menggunakan UU Pilkada sebagai dasar dalam pembentukan Bawaslu 
Kabupaten/Kota. 
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PENDAHULUAN 
Ditetapkannya UU No. 7 tahun 2017, secara teknis dilapangan kelembagaan Bawaslu yang 

bersifat tetap, baru ada diwilayah Bawaslu RI dan Bawaslu tingkat Provinsi. Untuk Bawaslu tingkat 
Kabupaten/Kota sendiri masih bersifat Ad Hoc atau sementara dengan menggunakan nama Panitia 
Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten/Kota. Padahal, pada Undang-Undang No. 7 tahun 
2017 (pasal 1 ayat 19) menjelaskan bahwa “Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang 
selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi Penyelenggaraan 
Pemilu di wilayah kabupaten/kota. 1  Perbedaan penggunaan nama ini disebabkan oleh Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang masih menggunakan frasa ‘Panitia Pengawas 
Pemilu Kabupaten/Kota’. Perbedaan frasa ini yang menyebabkan legalitas kelembagaan Bawaslu 
ditingkat Kabupaten/Kota dipertanyakan kejelasannya, apakah bersifat tetap sesuai dengan UU No. 7 
tahun 2017 atau besifat Ad Hoc sesuai dengan UU No. 10 tahun 2016. 

Pada tahun 2020, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan MK Nomor 48/PUU-XVII/2019 
mengenai Legalitas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Dikutip dari situs 
cnnindonesia.com dengan judul berita MK Putuskan Ubah Panwaslu Jadi Bawaslu Kabupaten/Kota, 
Andry Novelino, menyebut dalam beritanya sebagai berikut:2 

Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan untuk mengubah nama lembaga Panitia Pengawas 
Pemilu (Panwaslu) Kabupaten/Kota menjadi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten/Kota. 
Hal itu ditetapkan dalam putusan terhadap gugatan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 
Pilkada, di MK, Jakarta, Rabu (29/1). Diketahui, perubahan terakhir UU Pilkada adalah Nomor 10 
tahun 2016. 

“Menyatakan frasa ‘Panwas Kabupaten/Kota’ dalam undang-undang nomor 1 tahun 2015 
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai ‘Bawaslu 
Kabupaten/Kota’,” Kata Ketua MK Anwar Usman.3 

Sebelum putusan tersebut dikeluarkan, secara teknis dilapangan kelembagaan Bawaslu yang 
bersifat tetap, baru ada diwilayah Bawaslu RI dan Bawaslu tingkat Provinsi. Untuk Bawaslu tingkat 
Kabupaten/Kota sendiri masih bersifat Ad Hoc atau sementara dengan menggunakan nama Panitia 
Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten/Kota. Padahal, pada Undang-Undang No. 7 tahun 
2017 (pasal 1 ayat 19) menjelaskan bahwa “Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang 
selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi Penyelenggaraan 
Pemilu di wilayah kabupaten/kota. 4  Perbedaan penggunaan nama ini disebabkan oleh Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang masih menggunakan frasa ‘Panitia Pengawas 
Pemilu Kabupaten/Kota’. Perbedaan frasa ini yang menyebabkan legalitas kelembagaan Bawaslu 
ditingkat Kabupaten/Kota dipertanyakan kejelasannya, apakah bersifat tetap sesuai dengan UU No. 7 
tahun 2017 atau besifat Ad Hoc sesuai dengan UU No. 10 tahun 2016. 

Berdasarkan latar belakang penelitian ini maka permasalahan yang di dapat adalah sebagai 
berikut “Bagaimana legalitas Bawaslu Kabupaten/Kota setelah dikeluarkannya Putusan MK Nomor 
48/PUU-XVII/2019”. 
 
METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif (library research) dikombinasikan metode 
penelitian empiris dengan menggali informasi dari pandapat informan tentang Legalitas Bawaslu 
Kabupaten/Kota. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan unit analisis Putusan 

 
1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, op.cit, Pasal 1 ayat (19) 
2  Andry Novelino, MK Putuskan Ubah Panwaslu jadi Bawaslu Kabupaten/Kota.  Diakses dari 

https://cnnindonesia.com/nasional/20200129171830-469894/mk-putuskan-ubah-panwaslu-jadi-bawaslu-kabupaten-
kota., pada tanggal 3 Maret 2021, pukul 15.25. 

3 MK Putuskan Ubah Panwaslu jadi Bawaslu Kabupaten/Kota. 
https://cnnindonesia.com/nasional/20200129171830-469894/mk-  

4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, op.cit, Pasal 1 ayat (19) 
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MK No. 48/PUU-XVII/2019. Menurut Ketua MK Anwar Usman didalam latar belakang penelitian 
ini, beliau menyebutkan bahwa frasa ‘Panwas Kabupaten/Kota’ dalam undang-undang nomor 1 tahun 
2015 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Bawaslu 
Kabupaten/Kota”. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Tumpang Tindih antara Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dengan Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 2017 

Ketidakjelasan nomenkalatur Bawaslu Kabupaten/Kota dikhawatirkan menimbulkan 
permasalahan hukum ke depan karena Bawaslu memegang peran penting dalam pengawasan dan 
Pendidikan masyarakat dalam mencegah adanya pelanggaran. Perlu diketahui peran Bawaslu sangat 
startegis terkait dengan pengawasan partisipatif. 5  Sebab semakin banyakanya massyarakat yang 
terlibat maka bisa menguatkan legitimasi pejabat terpilih dan menambahkan kepercayaan warga 
terhadap pejabat yang dipilihnya.  

Sehingga dalam melakukan kampanye juga tidak asal-asalan karena visi dan misi para calon 
juga didasarkan pada peraturan perundang undangan.6 Menurut Muhtar Said dalam bukunya yang 
berjudul “Asas-Asas Hukum Administrasi Negara”, menerangkan tentang teori-teori pengawasan dari 
para ahli. Secara garis besar, penjelasan pengawasan dalam buku tersebut merupakan perwujudan dari 
tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), yang menjadi dasar pentingnya Pengawasan 
Pelaksanaan Pemilu.7 

Kembali ke persoalan utama terkait dengan putusan MK. Pertimbangan Hukum Mahkamah 
Konstitusi dalam memustuskan UU Pilkada yang bertentangan dengan UUD 1945 dan UU No. 7 
Tahun 2017 (UU Pemilu) tertuang pada Pokok Permohonan dalam Putusan MK Nomor 48/PUU-
XVII/2019. Pada halaman 59 poin 3.12.2, Mahkamah Konstitusi membagi 3 kategori dalam 
keseluruhan permohonan para pemohon yaitu: 

Pertama,  norma yang dimohonkan untuk dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak 
memiliki kekuatan mengikat sepanjang frasa “Panwas Kabupaten/Kota” tidak dimaknai menjadi 
“Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten/Kota” 

Kedua, norma yang dimohonkan untuk dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak 
memiliki kekuatan mengikat sepanjang frasa “masing-masing beranggotakan 3 (tiga) orang” tidak 
dimaknai “sama dengan jumlah anggota Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai 
mana dimaksudkan dalam UU Pemilu” 

Ketiga, norma yang dimohonkan untuk dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak 
memiliki kekuatan mengikat. Norma yang berada dalam  kategori ketiga ini adalah norma dalam Pasal 
24 ayat (1) dan ayat (2) UU Pilkada. 
a. Pembahasan Norma Pertama 

Bahwa yang dimaksud pada norma pertama ini adalah frasa “Panwaslu Kabupaten/Kota” yang 
tertera pada UU Pilkada bertentangan dengan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yang berbunyi “pemilihan 
umum diselenggarakan oleh sebuah komisi pemilihan umum”. Terkait dengan dengan frasa “komisi 
pemilihan umum” dimaknai merujuk pada fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat 
nasional, tetap dan mandiri. Ihwal ini, fungsi tersebut tidak saja dilaksanakan oleh KPU, tetapi juga 
oleh Bawaslu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan umum pemilu. 
b. Pembahasan Norma Kedua 

Bahwa yang dimaksud pada norma kedua ini adalah dengan telah dinyatakan bahwa frasa 
“Panwas Kabupaten/Kota” dimaknai dengan  “Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota”, maka 
mempersamakan jumlah anggota Bawaslu Provinsi dan Jumlah anggota Bawaslu Kabupaten/Kota 

 
5 Ahsanul Minan (2020), Quovadis Partisipasi Pengawasan Pemilu, Jurnal Pengawasan Pemilu, Volume 2 hlm 36 
6 Muhtar Said, dkk (2021), Problems of Horizontal and Vertical Political Accountability of Elected Officials in 

Indonesia, Journal of Indonesian Legal Studies Vol 6 No 1 hlm 83-124. https://doi.org/10.15294/jils.v6i1.43403 
7 Muhtar Said, atall, Asas – Asas Hukum Administrasi Negara, Thafa Media, Sleman, 2019. 
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sesuai dengan jumlah dalam UU No. 7 Tahun 2017 merupakan pilihan yang konstitusional, baik dalam 
penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan kepala daerah. 
c. Pembahasan Norma Ketiga 

Bahwa yang dimaksud pada norma ketiga ini adalah dengan terjadinya perubahan subtansi 
kelembagaan pengawasan pemilihan umum dari Panwas Kabupaten/Kota menjadi Bawaslu 
Kabupaten Kota, maka sesuai dengan UU No. 7 tahun 2017 (UU Pemilu) Bawaslu Kabupaten/Kota 
bersifat tetap atau permanen, sehingga pemilihan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota tidak dapat 
dibentuk dan ditetapkan oleh Bawaslu Provinsi serta masa jabatan Bawaslu Kabupaten/Kota menjadi 
5 tahun. 

 
Legalitas Bawaslu Kabupaten/Kota masih bersifat Ad Hoc jika frasa ‘Panwaslu’ masih 
digunakan didalam UU No. 10 tahun 2016 tentang Pilkada. 

Pada bagian pertimbangan hukum dalam Putusan tersebut Mahkamah Konstitusi menyebutkan 
dibeberapa poin tentang perubahan nomenklatur dan legalitas Bawaslu Kabupaten/Kota pasca 
inkonstituonalnya Pasal 24 ayat (1) dan (2) dalam UU Pilkada terhadap UUD 1945 dan UU Pemilu. 
Berikut uraian poin pertimbangan hukum pada Putusan MK No. 48/PUU-XVII/2019, yaitu: 

1. Nomenklatur pengawas tingkat kabupaten/kota yang diatur dalam UU 15/2011 adalah Panitia 
Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota (Panwaslu Kabupaten/Kota). Adapun dalam UU 7/2017, 
nomenklatur tersebut diubah menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota. Nomenklatur pengawas 
tingkat kabupaten/kota sebagaimana 67 diatur dalam UU 15/2011 merupakan dasar atau 
rujukan dalam menentukan nomenklatur pengawas yang diatur dalam UU Pilkada. 

2. Terkait sifat kelembagaan, Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau Panwas Kabupaten/Kota yang 
diatur dalam UU 15/2011 dan UU Pilkada bersifat ad-hoc. Dalam hal ini, Panwas 
Kabupaten/Kota tersebut hanya dibentuk 1 (satu) bulan menjelang tahapan pemilu/pilkada dan 
berakhir 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan pemilu berakhir. Dengan diadopsinya substansi 
UU 15/2011 ke dalam UU 7/2017, kelembagaan Panwaslu Kabupaten/Kota yang diubah 
menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota ditetapkan sebagai lembaga yang bersifat tetap (permanen), 
di mana keanggotaanya memegang jabatan selama 5 (lima) tahun. 

3. Komposisi keanggotaan Bawaslu Provinsi sebagaimana diatur dalam UU 15/2011 sebanyak 3 
(tiga) orang dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) orang. Dengan adanya 
pergantian undang-undang yang mengatur kelembagaan penyelenggara pemilu, komposisi 
anggota Bawaslu Provinsi menjadi 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang, dan anggota Bawaslu 
Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang. Selain, komposisi jumlah keanggotaan, 
perubahan juga terjadi terkait dengan mekanisme pengisian anggota Bawaslu Kabupaten/Kota. 
Awalnya, melalui UU 15/2011, anggota Panwaslu Kabupaten/Kota diseleksi dan ditetapkan 
oleh Bawaslu Provinsi, kemudian melalui UU 7/2017 diubah menjadi proses seleksi melalui 
Tim Seleksi yang dibentuk oleh Bawaslu. 

1. Kesimpulan 
Bahwa Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 atau dikenal sebagai Undang-Undang  Pemilihan 

Kepala Daerah (UU Pilkada) dinyatakan Inkonstitusional dimata Mahkamah Konstitusi dengan 
dikeluarkannya Putusan MK Nomor 48/PUU-XVII/2019 tentang UU Pilkada yang bertentangan 
dengan UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait frasa 
“Panwas Kabupaten/Kota” yang digunakan didalam UU Pilkada. 

Nomenklatur lembaga pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum tingkat kabupaten/kota 
telah berubah sejak dikeluarkannya Putusan MK Nomor 48/PUU-XVII/2019. Perubahan 
Nomenklatur Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai lembaga pengawasan penyelenggaraan pemilu yang 
bersifat tetap (permanen) dan mandiri disesuaikan dengan yang tercantum pada Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 2017. Dan tidak menggunakan UU Pilkada sebagai dasar dalam pembentukan 
Bawaslu Kabupaten/Kota. 

Tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota pasca dikeluarkannya Putusan MK 
Nomor 48/PUU-XVII/2019 tetap sama sesuai dengan UU Pilkada dan/atau UU Pemilu dan/atau 
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Peraturan yang lainnya. Dengan catatan frasa Panwas Kabupaten/Kota tidak mempunyai kekuatan 
hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai ‘Bawaslu Kabupaten/Kota’. 
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